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Permasalahan dan Arah Kebijakan Kelautan
Perikanan Berkelanjutan

* Berdasarkan komitmen internasional yang dibuat FAO ( dlm Code of Conduct for
Responsible Fisheries (CCRF) potensi sumberdaya laut yang boleh dimanfaatkan
hanya 80% dari tingkat panen maksimumberkelanjutan (MSY)

* Dengan dasar potensi pemanfaatan lestari yang boleh ditangkap sebesar 80% dari
MSYmaka batas produksi maksimum berkelanjutan yang diperkenankan 4,88 juta ton
pertahun. Ini berarti sisa penambahan produksi 20%.

* Selama 1969-2007 pemerintah menempuh kebijakan modernisasi armada perikanan
rakyat melalui pengmbangan kapal motor dan perbaikan teknologi alat tangkap.

* Dengan meningkatnya produksi pasar ekspor ikan juga berkembang dan devisa
meningkat

* Namun disisi lain modernisasi perikanan mengakibatkan gejala lebih tangkap
(overfishing)

* Hasil evaluasi FAO, dari 16 wilayah perairan laut dunia sumberdaya perikana

Indonesia mencapai puncak pemanfaatannya



Lanjutan

* Usaha perikanan Indonesia didominasi usaha skala kecil, teknologi sederhana,
dipengaruhi musim, ditujukan untuk konsumsi lokal

* Upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan menghadapi bberapa tantangan, seperti
arus globalisasi, yurisdiksi ekonomi daerah, dan pemberdayaan nelayan miskin

* Selain dipengaruhi faktor internal ( pendidikan, pengalaman, penguasaan teknologi,
dan akumulasi modal / tabungan yang endah juga dipengaruhi faktor eksternal seperti
potensi sumberdaya, mekanisme pasar, harga ikan, yurisdiksi daerah otonomi , keadaan
infrastruktur pelabuhan perikanan, kebijakan pemerintahuntuk meningkatkan

modernisasi usaha perikanan kecil skala nasional

Kebijakan peningkatan kesejahteraan selalu terkait dengan :
Pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga nelayan
Dinamika ekonomi rumah tangga

Lingkungan / ekologi

Dinamika armada tangkap

Dinamika operasi melaut
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Lanjutan

Sistem perikanan memiliki interaksi kuat dengan:
* Dinamika ketersediaan ikan
* Armada perikanan

* Faktor produksi (modal dan tenaga kerja)

Kebijakan peningkatan kesejahteraan selalu
terkait dengan :

Pola pengambilan keputusan dalam rumah tangga nelayan
Dinamika ekonomi rumah tangga

Lingkungan / ekologi

Dinamika armada tangkap

Dinamika operasi melaut



Permasalahan Kebijakan Pemanfaatan
Sumberdaya Perikanan dan Kelautan Indonesia

Keragaan Ekonomi Rumah tangga

Nelayan Kebijakan Peningkatan Produksi
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Rendahnya tingkat pengetahuan nelayan, keterbatasan kesempatan kerja
non melaut, keterbatasan pelayan pelabuhan perikanan, pelelangan ikan
belum berfungsi, pemanfaatan wilayah ZEE oleh nelayan
nasional/tradisional belum optimal
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Lemahnya kebijakan dan pengendalian yang mengkaitkan ketersediaan ikan, peniaku rumah
iangga nelayan, kehijkan pemanfaatan SDI berkelanjutan
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Diperiukan model integrasi antara ketersediaan ikan, perilaku
rumah tangga nelayan dan kebijakan pemanfaatan SDI
(bio-sosek-eko-tek)
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KEGAGALAN KEBIJAKAN

« Kegagalan kebijakan yang mengarah pada kerusakan
lingkungan

« Kegagalan yang berhubungan dengan proyek
pembangunan

« Kegagalan kebijakan pasar

« Kegagalan kebijakan industri dan perdagangan yang
membawa pengaruh pada kerusakan lingkungan

« Kegagalan kebijakan makro ekonomi yang berdampak
terhadap kerusakan lingkungan
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KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG
BERHASIL

« Reduksi dan eliminasi kebijakan (pajak, kuota, subsidi,
dan proyek publik) yang memperburuk kegagalan pasar

« Koreksi atau perbaikan kegagalan pasar melalui intervensi
yang meningkatkan fungsi pasar

« Pertimbangan dan internalisasi lingkungan, sosial dan
beberapa efek samping proyek publik lain
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VALUASI EKONOMI UNTUK MENILAI
LINGKUNGAN

« Valuasi ekonomi lingkungan

 Nilai opsi dan kontroversi bilai willingness to Pay (WTP)
« Teknik valuasi lingkungan



Tugas. Jelaskan bagaimana dinamika kebijakan
kelautan perikanan di Indonesia
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